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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

Salah satu instrumen yang digunakan oleh Islam dalam membangun keadilan 

sosial serta penyaluran rezeki yang diberikan Allah adalah dilembagakannya wakaf. 

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah  berperan sangat penting dalam pengembangan 

kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam  dan telah 

memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang 

memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan 

studi mereka.1 

Wakaf bila dilihat pengertiannya secara bahasa berarti al-ḥabsu (menahan), al-

man’u (mencegah), serta al-imsâk (menahan). Secara terminologi berarti: 

وتسبيل الثمرة. أي حبس المال وصرف منافعه فى سبيل    الوقف هو حبس الأصل

 .الله

Wakaf adalah menahan asal (pokok) dan mendermakan buah (hasil)-nya untuk 

sabilillah, yakni menahan harta dan mendayagunakan manfaatnya untuk sabilillah.2 

 Wahbah az-Zuhaili di dalam kitabnya al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh, 

menyebutkan makna wakaf: 

الوقف شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فى رقبة من  
  الواقف على مصرف مباح

  
 Wakaf adalah menahan harta yang dimungkinkan untuk diambil manfaatnya 

serta kekal ain (benda)-nya, terputus hal penguasaan terhadap harta itu dari orang yang 

berwakaf (wakif) dimana manfaatnya kepada jalan yang dibolehkan agama (mubah). 

 Makna teputus hal penguasaan terhadap harta yang dimanfaatkannya dari seorang 

pewakaf artinya harta yang telah diwakafkannya tidak boleh ditarik kembali. Sementara 

 
1 Uswatun Hasanan, Peranan Wakaf dalam Meningkatkan Perekonomian Umat di Indonesia 

Pasca Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf: (Medan: Proceedings Of International 

Seminar on Islamic Economics as a Solution, 2005), h. 470. 
2 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, ( Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz III, h. 415 
 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islâm Wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz V,  h. 105. 
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maksud pemanfaatan kepada jalan yang dibolehkan agama adalah untuk kepentingan 

masyarakat dan tidak boleh untuk tujuan yang dilarang oleh Allah. 

 Imam Nawawi mendefinisikan wakaf sebagai: penahanan harta yang bisa 

dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan 

pewakaf atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk 

taqarrub (mendekatkan diri pada Allah Swt.3 

Dalam pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa wakaf adalah 

perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan 

sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna 

kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.4  

Dalam Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan 

bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan 

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 

umum menurut syari’ah.5 

Dari banyak pandangan mengenai pengertian wakaf, secara umum bahwa wakaf 

dipahami adalah sebagai kegiatan melestarikan harta, baik  harta yang bergerak maupun 

tidak bergerak dan menjaga keutuhannya , sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan 

secara langsung atau diambil hasilnya secara berulang-ulang baik yang berlangsung lama, 

sebentar atau selamanya. 

Dalam pemberdayaannya, wakaf menjadi pranata keagamaan dalam Islam  yang 

memiliki fungsi dalam memecahkan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti 

kemiskikan, kebodohan, ekonomi masyarakat. Oleh karena itu wakaf sangat penting 

untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi yang ditopang dari 

sisi adanya nilai kebajikan dalam perspektif agama. Karenanya, maka negara juga merasa 

penting untuk memberikan pandangan dan juga regulasi bagaimana wakaf untuk dapat 

diimplementasikan secara lebih optimal dan fungsional, sekaligus memiliki kekuatan 

legal formal. 

 
3 An-Nawawi, Taḥrîr min Alfâẓ at-Tanbîh, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1988), cet. I, h. 288. 
4 Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama,  (Medan: Perdana 

Publishing, 2010), h. 212. 
5 Ibid. h. 346. 
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Secara yuridis, eksistensi wakaf sebelum pemerintah memberlakukan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan beberapa peraturan 

pelaksanaannya, serta Kompilasi Hukum Islam. Semua peraturan perwakafan tersebut 

masih terdapat kelemahan dan belum mampu menjawab masalah di bidang perwakafan 

yang terus berkembang.  

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, pasal 5, 

pasal 14 ayat 1 dan pasal 49 memuat rumusan-rumusan antara lain sebagai berikut: 

a. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air 

dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional dan negara…segala sesuatu dengan mengindahkan 

unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. 

Dalam rumusan pasal ini telah jelas bahwa hukum adat yang menjadi dasar 

hukum agraria Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam 

bentuk undang-undang Republik Indonesia bahwa di sana-sini mengandung 

unsur agama yang telah direvisi dalam lembaga hukum adat, khususnya 

lembaga wakaf.6 

b. Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme 

Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, 

dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya untuk keperluan negara, untuk keperluan peribadatan 

dan keperluan suci lainnya dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan 

seterusnya.7 

c. Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa hak tanah-tanah badan keagamaan dan 

sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial 

telah diakui  dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin akan memperoleh 

 
6 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 57. 
7 Ibid. 
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tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan 

sosial. Oleh karena itu, perwkafan tanah diatur dalam PP No: 28 tahun 1977.8 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 berisi jaminan kepastian 

hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. 

Selanjutnya muncul Peraturan menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 sebagai perincian 

terhadap PP No. 28 tahun 1977 tentang tata cara perwakafan tanah milik, antara lain akta 

ikrar wakaf, hak dan kewajiban nadzir, perubahan  perwakafan tanah milik, pengawasan 

dan bimbingan, penyelesaian perselisihan wakaf serta biaya perwakafan tanah milik. 

Kemudian lahir Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 1990 Sertipikasi Tanah Wakaf. Kemudian Badan 

Pertanaha mengeluarkan Surat Nomor 630.1-2782 tentang pelaksanaan penyertifikatan 

Tanah Wakaf. Regulasi yang lain terkait dengan wakaf adalah lahirnya Kompilasi Hukum 

Islam lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pada dasarnya hukum perwakafan 

kandungannya terkait dengan wakaf sama dengan yang telah diatur dalam perundang-

undangan yang ada sebelumnya, sehingga kompilasi hukum Islam merupakan 

pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada 

perundang-undangan sebelumnya.9  

Untuk memenuhi kebutuhan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat, misalnya 

masalah wakaf benda bergerak, wakaf untuk jangka waktu tertentu, dan lain-lain, 

pemerintah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

(selanjutnya disebut UU). Presiden mengesahkannya pada tanggal 27 Oktober 2004 dan 

dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 serta 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459. UU ini terdiri dari XI bab 

dan 71 pasal. 

Latar belakang diundangkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang 

Wakaf dapat dilihat dalam bagian menimbang huruf “a” dan “b”, yaitu sebagai berikut. 

 
8 Ibid. 
9 Ibid., h. 58. 
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a. Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat 

ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum. 

b. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama dan dilaksanakan dalam 

masyarakat, tetapi pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan. UU ini menyempurnakan peraturan 

perundang-undangan tentang wakaf yang telah ada dan mengatur hal-hal yang 

baru.  

Salah satu muatan dari materi hukum yang diatur dalam persoalan wakaf adalah 

regulasi untuk menjadikan dokumen autentik terhadap objek wakaf berupa sertifikat 

sebagai fakta yuridis yang diakui oleh negara bahwa kegiatan wakaf benar telah terjadi. 

Dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa:  

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazir di hadapan PPAIW dengan 

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. 

(2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan 

dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.10 

Dalam pasal 32, 33 dan 34  undang-undang wakaf tersebut dinyatakan:  

Pasal 32: PPAIW atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi 

yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani. 

Pasal 33: Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 32, PPAIW menyerahkan: 

a. Salinan akta ikrar wakaf; 

b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. 

Pasal 34 : Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda 

wakaf.11 

 
10 Ibid. h. 350.  Adapun kepanjangan dari PPAIW adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, di 

mana ia merupakan pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Lihat 

pasal 1 ayat 6 Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 
11 Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi 

yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan terkait 

dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak  selain uang yang tidak 

terdaftar (unregistered goods) adalah Badan Wakaf Indonesia. Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran 

harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang 
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Dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan wakaf khususnya di bidang 

sertifikasi tanah wakaf tersebut, maka lahirlah Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 422 dan Nomor 3 tahun 2004 /SKB/BPN/2004 

tentang Setifikasi Tanah Wakaf. Adapun SKB ini bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan kegiatan pesertifikatan tanah wakaf. 

2. Memprioritaskan penyelesaian pensertifikatan tanah wakaf yang 

permohonannya telah diajukan ke Kantor Pertanahan seluruh Indonesia.12 

Salah satu isi dari ruang lingkup keputusan bersama ini adalah untuk 

mempercepat penyelesaian pensertipikatan tanah wakaf.13Menteri Agama menyediakan 

dana untuk pendataan, inventarisasi, dan pensertipikatan tanah wakaf sesuai dengan 

ketentuan berlaku.14 Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana 

ditetapkan dalam keputusan bersama ini dibebankan kepada Departemen Agama15 

(sekarang bernama Kementerian Agama) . 

Di Kota medan sendiri, berdasarkan Data Rekapitulasi Pengelolaan Data Tanah 

Wakaf pada Kemenag Kota Medan pada tanggal 14 Pebruari 2014 bahwa dari jumlah 

lokasi tanah wakaf sebanyak 1242 lokasi, yang memiliki sertifikat ada 741, ini berarti 

yang belum bersertipikat ada 501.16 Berikut disampaikan data rekapitulasi perwakafan di 

Kementerian Agama Kota Medan. 

 

DAFTAR REKAPITULASI PENGELOLAAN DATA DAN TANAH WAKAF PADA 

KEMENAG KOTA MEDAN 201417 

 
menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status harta benda wakaf. 

Lihat penjelasanan pasal 34 UU RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Ibid.h. 364. 
12 Pasal 1 ayat 1 dan 2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional nomor 422 dan nomor 3 tahun 2004 /SKB/BPN/2004 tentang Setifikasi Tanah Wakaf. Ibid. h. 

367. 
13 Pasal 2 ayat 3 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

nomor 422 dan nomor 3 tahun 2004 3/SKB/BPN/2004 tentang Setifikasi Tanah Wakaf. Ibid. 
14 Pasal 3 ayat 3 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

nomor 422 dan nomor 3 tahun 2004 /SKB/BPN/2004 tentang Setifikasi Tanah Wakaf. Ibid. 
15 Pasal 5 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 

422 dan nomor 3 tahun 2004 /SKB/BPN/2004 tentang Setifikasi Tanah Wakaf. Ibid 
16 Data diperoleh berdasarkan  dari daftar Rekapitulasi Pengelolaan Data tanah Wakaf Pada 

Kemenag Kota Medan Tahun 2014, a.n  Kepala Penyelenggara Syari’ah, Drs.H.Junjung Harahap, pada 

tanggal 3 Juni 2014. 
17 Data diambil dan diolah dari bagian Penyelenggara Syari’ah Kementerian Agama Kota Medan, 

laporan bulan Pebruari 2014. Hingga data ini diambil belum ada perubahan laporan terbaru. Data Diambil 

3 Juni 2014.  
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No Kecamatan Jumlah 

Lokasi Tanah 

Wakaf 

Sudah 

Bersertifikat 

Belum 

Bersertfikat 

Keterangan 

1 Medan Tuntungan 21 14 7  

2 Medan Johor 81 45 36  

3 Medan Amplas 97 50 47  

4 Medan Denai 87 54 33  

5 Medan Area 102 89 13  

6 Medan Kota 66 45 21  

7 Medan Maimun 43 30 13  

8 Medan Polonia 20 10 10  

9 Medan Baru 17 16 1  

10 Medan Selayang 44 22 22  

11 Medan Sunggal 63 27 36  

12 Medan Helvetia 52 32 20  

13 Medan Petisah 45 21 24  

14 Medan Barat 65 36 29  

15 Medan Timur 75 31 44  

16 Medan Perjuangan 77 49 28  

17 Medan Tembung 87 61 26  

18 Medan Deli 65 41 24  

19 Medan Labuhan 61 24 37  

20 Medan Marelan 74 44 30  

21 Medan Belawan - - - Belum 

terdaftar 

 Jumlah 1242 741 501  
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Bila dibandingkan dengan laporan data sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan per-

november 2007, dari 1242 jumlah lokasi tanah wakaf, yang bersertifikat ada 657 lokasi.18 

Ini berarti pergerakan jumlah tambahan dari tahun 2007 ke tahun 2014 hanya 84 lokasi 

yang bersertifikat. Pada tahun 2007 Kementerian Agama Kota Medan tim sertifikasi 

wakaf sebagai amanah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional nomor 422 dan Nomor 3 tahun 2004 /SKB/BPN/2004 tepatnya pada 

pasal 3 ayat 5.19 Ini berarti bahwa implementasi sertipikasi wakaf di Kota Medan sangat 

lambat. Bila pada tahun sebelum tahun 2013, berdasarkan data yang diperoleh, bantuan 

sertipikasi dari kementerian agama masih diperoleh, namun pada tahun 2013 bantuan 

biaya pensertifikatan sudah tidak ada lagi.20 Ini berarti pada sisi bantuan pembiayaan 

dalam rangka mensertifikatkan objek wakaf oleh pemerintah dalam hal ini kementerian 

agama menjadi tersendat. Bila pembiayaannya yang ada saja masih begitu lambatnya 

kegiatan sertifikasi wakaf tersebut, bagaimana pula jika tidak lagi mendapatkan bantuan, 

akan berdampak bagi masa depan legalitas status wakaf tersebut. Padahal, seharusnya 

kegiatan pensertifikatan itu harus tetap berjalan mengingat amanah undang-undang wakaf 

telah mengatur demikian. 

Kondisi perwakafan yang belum memiliki sertipikat ini dalam perkembangannya 

akan banyak memunculkan banyak permasalahan. Menurut Judir Hutagalung, Staf 

Bimbingan Zakat dan Wakaf Kota Medan bahwa dalam kenyataannya bahwa banyak 

penyerahan tanah oleh wakif guna pembangunan masjid hanya berdasarkan akte di bawah 

tangan saja. Inilah yang memunculkan gugatan dari ahli waris maupun pihak ketiga atas 

status tanah tersebut.21 

Bila dilihat regulasi perwakafan yang ada sebagaimana yang telah disebutkan di 

atas, maka fenomena sertifikasi wakaf tanah yang belum optimal di atas menunjukkan 

ada persoalan yang perlu dikaji. Kota Medan sendiri sebagai kota besar dengan 

 
18Data diambil dari buku Directory Tanah Milik Wakaf Tahun 2007 Kota Medan yang dikeluaran 

oleh Kantor Departemen Agama tahun 2007. 
19 Hasil wawancara pada tanggal 3 juni 2014 dengan Mimi Sahira Staf bagian Penyelenggara Zakat 

dan Wakaf Kementerian Agama Kota Medan tahun 2008-2011, saat ini beliau bekerja pada bidang lain di 

Kementerian Agama Kota Medan. 
20 Wawancara dengan staf penyelenggara Syari’ah Kementerian Agama Kota medan dan juga 

dengan Mimi Sahira staf kementerian Agama Kota Medan bagian penyelenggara zakat dan wakaf yang 

tahun 2008-2011,  tanggal3 Juni 2014. 
21 www. harian orbit.com/data kementerian agama Kota Medan.03 Juni 2014. 

http://www.harian/
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percepatan dalam bidang sosial ekonomi dan sebagainya akan cukup membahayakan 

bagaimana masa depan perwakafan di kota ini, apabila legalitas menurut peraturan 

perundang-undangan yang ada belum terpenuhi.  

Berangkat dari fakta tersebut di atas, penulis melihat hal ini menjadi objek 

penelitian yang urgen, khususnya dari sisi bagaimana pelaksanaan sertifikasi objek wakaf 

dalam hal ini tanah wakaf di Kota Medan. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka yang 

menjadi permasalahan pokok adalah: Bagaimanakah pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf 

di Kota Medan? Agar lebih jelas maka perlu diuraikan permasalahan berikutnya secara 

rinci, yaitu: 

1. Bagaimanakah aplikasi sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan?  

2. Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan sertifikasi tanah  

wakaf? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf? 

C. Batasan Istilah 

1. Sertifikasi. 

Secara umum, sertifikasi merupakan proses pemberian pengakuan atas 

pemenuhan standar nasional.22 Sertifikasi dalam penelitian ini adalah proses 

penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertahanan Nasional.23 Karena 

penelitian ini fokus pada wakaf atas tanah yang ada di kawasan Kota Medan 

2. Wakaf. 

Wakaf di sini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau 

 
22 Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition, (Surabaya: Reality 

Publisher, 2009), h. 563. 
23 Ibid. 
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untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah 

dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. 

3. Kota Medan. 

Kota Medan adalah nama dari sebuah daerah yang berada dalam wilayah hukum 

pemerintahan Kota Medan sebagai bagian dari wilayah yang ada di Provinsi Sumatera 

Utara. 

D. Tujuan Penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di 

Kota Medan. Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui aplikasi sertifikasi tanah wakaf di Kota Medan. 

b. Menjelaskan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan sertifikasi tanah 

wakaf. 

c. Menerangkan faktor apa saja yang mempengaruhi sertifikasi tanah wakaf. 

E. Kegunaan Penelitian 

  Penelitian ini berguna sebagai data dan informasi bagi berbagai kalangan 

masyarakat khususnya dalam mendapatkan informasi tentang berbagai kendala yang 

dihadapi dalam perjalanan sertifikasi tanah wakaf. Dari kasus sertifikasi tanah wakaf 

ini juga diharapkan akan dapat diketahui tingkat kesadaran hukum Islam dalam 

kerangka hukum negara. Di samping itu penelitian ini diharapkan berguna sebagai  

sumbangan akademik terhadap proses perumusan kebijakan pemerintah dalam 

menyempurnakan regulasi terkait ketentuan perwakafan di Indonesia. Secara formal 

penelitian ini juga berguna untuk melengkapi persyaratan penyelesaian studi strata 

tiga di bidang hukum Islam pada Program Pascasarjana IAIN SU Medan. 

F. Landasan Teori 

 Penelitian ini berusaha untuk memunculkan elemen-elemen dari sistem hukum 

yang ada untuk menganalisis timbulnya kelambanan pelaksanaan sertifikiasi tanah wakaf 

di Kota Medan. Para ahli di Barat, pada saat menelaah fenomena hukum dalam suatu 



 
 

11 
 

kultur masyarakat tertentu, dalam mendekati subjek penelitiaannya, secara umum melihat 

dari tiga aspek. Pertama, dimensi teoritis yang berusaha menciptakan aturan untuk 

menyalurkan dan mengontrol perilaku. Kedua, bersifat deskriptif, yang fokusnya pada 

dimensi praktis hukum dari fenomena dalam masyarakat karena ia mengeskplorasi pola 

yang menjadi kerangka terjadinya sebuah perilkau. Ketiga, berhubungan dengan 

persengketaan, keluhan, konflik dan lain-lain. Para sarjana seperti Llewellin, Hoebel, 

Pospisil, dan nader memberikan contoh bagaimana menggunakan aspek-aspek tersebut 

dalam pendekatan mereka terhadap studi hukum. 24 

Dalam mempelajari hukum, pemahaman mengenai “law in action” sama 

pentingnya dengan pengetahuan mengenai "law in books". Anggapan utama yang 

menjadi pegangan di mana-mana adalah bahwa struktur normatif hukum perundang-

undangan merupakan pencerminan dari bagaimana hukum sebenarnya beroperasi. 

Anggapan ini didasarkan pada asumsi bahwa para pejabat kurang kreatif di dalam 

menciptakan hukum dan dalam menerapkan hukum, para pejabat hanya menyatakan 

bahwa pemerintahan dijalankan dengan hukum dan bukan oleh orang-orang25.  

Dalam melihat fenomena pelaksanaan sertifikasi wakaf maka beberapa aspek non 

legal dalam hal ini aspek sosiologis harus dilibatkan. Untuk memahami bagaimana studi 

hukum dalam masyarakat tersebut (hukum dan masyarakat), maka pandangan Roscoe 

Pound menarik untuk digunakan. Roscoe Pound -pelopor aliran Sosiological 

Jurisprudence- berpandangan bahwa hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-

norma abstrak atau merupakan suatu tertib hukum saja, akan tetapi hukum juga 

merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-

kepentingan yang saling bertentangan. Untuk menjelaskan pandangannya ini Roscoe 

Pound mengemukakan konsep social engineering. Menurutnya fungsi hukum adalah 

melakukan social engineering di dalam masyarakat, sedangkan hukum merupakan social-

 
24Lihat Karl Llewwllyn dan E. Adamson Hoebel,  The Cheyyene Way: Conflict and Case Law in 

Primitive Jurisprudence,  (Norman: University of Oklahoma Press, 1961). Lihat E. Adamson Hoebel,  The 

Law of Primitive Man, (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1954). Lihat Leopold Pospisil, 

Anthropology of Law: A Comperative Theory, ( New York: Harpler Publisher, 1971), Laura Nader, Ed., 

Law In Culture and Society, (Chicago: Aldine Publishing Company, 1969), dikutip dari Ratno Lukito,  

Hukum sakral dan Hukum sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia, 

(Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 11, 22, dan 23. 
25 Ronny Hanitiyo Soemitro, Studi Hukum dan Masyarakat (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 38. 
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machinery yaitu suatu alat sosial.26 Dalam melakukan social engineering hukum harus 

diperkembangkan terus menerus agar selalu sesuai selaras dengan nilai-nilai sosial yang 

berubah-ubah.27 

Satjipto Rahardjo dalam bukunya Hukum dan Perubahan Sosial:Suatu Tinjauan 

Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, menyatakan bahwa hukum sebagai 

sarana social engineering adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu 

tertib atau keadaan  masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan 

perubahan-perubahan yang diinginkan.28 Mengikuti pemikiran Hart, -seperti juga dikutip 

oleh Satjipto Rahardjo-, maka penyelenggaraan hukum dalam masyarakat itu bisa 

berbeda dan untuk itu ia mengajukan dua model struktur masyarakat. Yang pertama 

adalah yang mempunyai susunan sederhana dengan sistem kontrol sosial yang tidak 

mempunyai bentuk-bentuk yang jelas, melainkan sekedar berupa sikap umum yang 

terdapat pada para anggota masyarakat untuk mengikatkan diri pada pola-pola tingkah 

laku standar. Pada masyarakat model yang kedua, di situ sesuai dengan tingkat 

kompleksitas masyarakatnya dapat dijumpai bentuk-bentuk penyelenggaraan hukum 

yang jelas dan terperinci.29 

Keberadaan hukum dan masyarakat pada gilirannya menjadi dua aspek yang 

saling memberikan pengaruh satu dengan lainnya. Oleh sebab itu upaya penemuan, 

pembuatan hingga penerapan suatu hukum haruslah melihat secara teliti terhadap 

perkembangan dan perubahan sosial yang ada. Jangan hendaknya kita mengubah suatu 

sistem karena hanya ingin sesuatu yang baru tanpa mempertimbangkan manfaat dan 

resikonya.  

Smelser menyebutkan ada 4 hal yang terdapat dalam aksi-aksi sosial pada setiap 

masyarakat yaitu: 

1. Nilai-nilai. 

 
26 Ibid. h. 26. 
27 Ibid. h. 27. 
28 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-

Pengalaman di Indonesia (Bandung: Alumni, 1979), h. 142. 
29Lihat H.L.A. Hart, The Concept of Law (London, Oxford University, 1972), h. 89-97. Pendapat 

ini dikutip pula oleh Satjipto Rahardjo, Ibid. 
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2. Norma-norma. 

3. Mobilisasi motivasi perseorangan untuk aksi yang teratur dalam peran-peran 

kolektivitas. 

4. Fasilitas situasional atau informasi, keterampilan, alat-alat, dan rintangan dalam 

mencapai tujuan-tujuan yang kongkrit.30 

Penulis sendiri dalam penelitian ini tidak bermaksud akan membahas keseluruhan 

dimensi hukum dari keseluruhan sistem hukum yang ada. Menurut Friedman, sistem 

hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.31 

Dengan kata lain, sistem hukum secara cakupan materi kajian mencakup legislasi (produk 

hukum), struktur, dan budaya hukum. Adapun substansi hukum di tersebut adalah aturan, 

norma, dan pola prilaku yang berada dalam sistem itu. Menurut Friedman, pengertian 

substansi tidak hanya terbatas pada persoalan hukum yang tertulis (law books), tetapi juga 

termasuk dalam hukum yang berlaku dalam hidup masyarakat (living law)32.  

Struktur hukum  merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum 

seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan 

tingkat kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Sedangkan unsur ketiga 

yakni budaya hukum (legal culture) adalah: sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan 

dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait 

dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik 

secara positif maupun negatif. 

Pengertian lain dari sistem hukum dalam konteks Indonesia yang dinyatakan oleh 

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), bahwa sistem hukum terdiri dari: 

1. Materi hukum (tatanan hukum) yang di dalamnya terdiri dari: perencanaan 

hukum;  pembentukan hukum; penelitian hukum; pengembangan hukum. Untuk 

membentuk materi hukum harus diperhatikan politik hukum yang telah 

 
30 Neil J. Smelser, Theory of Collective Bahaviour  (New York: The Free Press, 1962), h. 9. 
31 Lawrence M. Friedman, American law: As An Introduction,  dalam: Jurnal Keadilan, Vol.2, 

No.1, tahun 2002, h. 48. 
32 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem hukum, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2004) ,  h. 12. 
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ditetapkan, yang berbeda dari waktu ke waktu karena adanya kepentingan 

kebutuhan. 

2. Aparatur hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan 

hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum. 

3. Sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik. 

4. Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat termasuk para pejabatnya 

5. Pendidikan hukum33.  

Oleh sebab itu dalam penerapan suatu hukum, unsur budaya yang di dalamnya 

terkandung unsur kesadaran hukum merupakan aspek penting untuk meninjau sebuah 

fenomena keberlakuan hukum. Indonesia sendiri yang merupakan negara dengan 

komposisi penduduknya cukup beragam sistem budayanya akan menjadi lahan kajian 

menarik dalam studi relasi hukum dan masyarakat.  

Dalam penelitian ini penulis akan lebih menyoroti pada aspek budaya hukum yang 

berkembang di masyarakat terkait bagaimana kultur hukum yang terbangun dalam 

kegiatan sertifikasi tanah wakaf di Kota medan. 

Dalam memaparkan bagaimana studi empiris ini dilakukan, penulis lebih 

menggunakan teori fungsionalisme struktual. Emile Durkheim memandang masyarakat 

modern sebagai keseluruhan organimse yang memiliki kebutuhan atau fungsi-fungsi 

tertentu, dan apabila fungsi ini tidak dipenuhi, akan berkembang suatu keadaan yang 

bersifat patologis.34 

George Ritzer, dalam buku Sociology: A Multiple Paradigma Science, 

mengungkapkan bahwa teori fungsional mempunyai asumsi bahwa setiap struktur dalam 

sistem sosial, fungsional terhadp yang lain. Apabila tidak fungsional, maka struktur itu 

tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya.35 

 
33 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia (Jakarta: Pusat Studi 

Hukum Tata Negara FHUI, 2003), h. 131-132. 
34 Margaret M.Poloma, Sosiologi Kontemporer, terjemahan Yayasan Solidaritas Gadjah Mada, 

(Jakarta: Rajawali, 1984), h. 25. 
35 George Ritzer, Sociology: A Multiple Paradigma Science, (Boston: Allyn and Bacon, 1980), h. 

48. 
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Perspektif fungsionlaiasme-struktural dibangun atas landasan fungsi dan struktur. 

Sesuai dengan pandangan bahwa masyarakat adalah laksana organisme adalah fungional. 

M.A Smith telah mengungkapkan ciri-ciri yang dimiliki oleh perspketif fungsionalisme-

struktural yang menganalisis sosilogi makro, sebagai berikut:36 

1. Masyarakat memiliki suatu kebutuhan yang paling mendasar yakni keinginan 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

2. Keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya tersebut 

diwujudkan dalam bentuk berbagai usaha untuk mencapai tujuannya dan hal 

tersebut akan meningkatkan komplesitas struktur masyarakat itu. 

3. Struktur masyarakat dibedakan sesuai dengan fungsinya yang dibentuk oleh 

berbagai elemen yang mempertahankan kelangsungan hidup. 

4. Analisis yang paling berdaya guna untuk memberikan definisi terhadap segala 

kebutuhan masyarakat yang utama dan elemen strukturnya adalah analisis 

sistem sosial. 

5. Total sistem sosial adalah masyarakat, dan baik organisasi maupun individu, 

memiliki hubungan dan struktur dari sistem-sistem tersebut dalam bentuk 

partisipasinya untuk mencapai tujuan di atas. 

Penelitian ini akan melihat sebuah masyarakat sebagai organisme dimana ada 

organiasasi masyarakat yang bernama negara, dan disana  ada suatu sistem sosial yang 

bekerja antara suatu struktur berbuat dengan fungsi dan peran yang telah ditentukan. Dari 

sini pula akan dilihat bagaimana masing-masing struktur yang ada (seperti Badan 

pertanahan Kota, KUA, kementerian Agama kota, dan nazir wakaf) fungsional atau malah 

disfungsional. Dari sini pula akan diteliti apa yang menyebabkan fungsional dan tidaknya 

masing-masing struktur itu terkait penyertifikasian tanah wakaf di Kota Medan. 

G. Kajian Terdahulu. 

Penelitian tentang masalah wakaf telah dilakukan oleh beberapa penulis 

sebelumnya dalam bentuk disertasi, yaitu Prof. Dr. M. Rachmat Djatnika, Dr. Imam Suhadi, 

 
36 M.A Smith, Sosiologi Industri: Perspektif dan Model, dalam S.R. Parker, et.al. Sosiologi 

Industri,  (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 17. 



 
 

16 
 

dan Dr. Uswatun Hasanah. Prof. Djatnika dalam disertasinya dengan judul Les Biens De 

Mainmorts (Wakaf) A Java Est  telah membahas perbandingan lima mazhab tentang wakaf, 

yaitu Hanafi, Maiiki, Syafi'i, Hambali, dan Zahiri. Dalam pembahasan ini, diadakan studi 

banding tentang persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan masalah wakaf. Selanjutnya 

dibahas sejarah wakaf di Jawa Timur yang pada mulanya hanya untuk lembaga-Iembaga 

Islam, tetapi kemudian beikembang menjadi untuk kepentingan sosial sehingga wakaf 

menjadi alat keseimbangan ekonomi masyarakat Dalam perkembangannya wakaf erat 

kaitannya dengan kegiatan sosial atau keperluan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan 

ajaran dalam Hukum Adat, yaitu "laras", "rukun", dan "patut". Dengan ajaran ini, walaupun 

ada yang dibataikan, wakaf terus betjalan karena pelaksanaan ajaran tersebut dan kebutuhan 

masyarakat sehingga putusan pengadtlan tentang pembatalan wakaf tersebut tidak berlaku 

dan yang berlaku adalah kepentingan masyarakat Jadi, di sini hukum publik tidak berlaku 

karena masyarakat melaksanakan ajaran dalam Hukum Adat tersebut, yaitu "laras", 

"rukun", dan "patut".37 

Adapun Dr. Imam Suhadi menulis disertasi dengan judul "Pengembangan Tanah Wakaf 

dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria di Kabupaten Bantul 

Yogyakarta". Disertasi ini kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku dan judulnya diubah 

menjadi "Pengembangan Tanah Wakaf dalam Rangka Pelaksanaan UUPA". Dalam disertasi 

ini Imam Suhadi mengemukakan bahwa penggunaan tanah wakaf adalah untuk membantu 

kepentingan atau kesejahteraan umum sebagai ibadah (pengabdian) kepada Allah swt dan 

penggunaan ini perlu dinyatakan dalam ikrar wakaf. Selanjutnya wakif sebaiknya terus 

 
37Tata Fathurrahman, Wakaf Dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Ttnjauan Hukum Islam Dan Peraturan 

Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Di Kabupaten Bandung), Disertasi,  Program Pascasarjana 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, h. 18 
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membantu dan mengawasi pemeliharaan dan penggunaan tanah wakaf. Menurut hasil 

penelitian dari disertasi ini dinyatakan bahwa tanah wakaf di Indonesia belum berfungsi untuk 

membantu kepentingan umum. Oleh karena itu agar pengelolaan tanah wakaf itulebih 

berfungsi sebaiknya agar nazir wakafnya merupakan berbadan hukum.38 

Selanjutnya Dr. Uswatun Hasanah dengan judul Peranan Wakaf dalam mewujudkan 

kesejahteraan sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan). Dalam disertasi ini 

dijelskan bagaimana peranan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial khususnya di 

ingkungan Jakarta Selatan. Dalam disertasi ini dinyatakan bahwa wakaf meruapakn salah 

instrumen bagi seseorang untuk menyalurkan hartanya untuk kepentingan sosial. Selanjutnya 

dibahas bagaimana wakaf dalam Islam dan diadakan studi banding terhadap beberapa lembaga 

di Indonesia yang sudah mapan pengelolaannya. Fokus kajian ini  ada pada dua hal, yaitu, 

bagaimana pengelolaan wakaf yang ada di Jakarta Selatan, dan apakah yang ada dalam 

wilayah tersebut sudah berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan  kesejahteraan umat 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Selanjutnya penelitian Tata Fathurrahman dalam disertasinya yang berjudul Wakaf Dan 

Usaha Penanggulangan Kemiskinan Ttnjauan Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan 

Di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Di Kabupaten Bandung), Disertasi,  

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam disertasi ini 

djelaskan bagaimana  bahwa pada umumnya tanah wakaf  dalam pengelolaannya banyajk 

hanya berkisar untuk kepentingan ibadah semata., yang belum dikelola secara produktif, 

barun sisanya untuk kepentingan pendidikan , dan lainnya. Dalam pengelolaa tanah 

wakaf  umumnya lebih baik peneglolaannya oleh yayasan dibandingkan perorangan. 

 
38 Imam Suhadi, Pengembangan tanah Wakaf  alam rangka Pelaksanaa UUPA, (Ponorogo: 

Trimurti Press,  1995), h. 114-115. 
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Tulisan lain terkait dengan penelitian wakaf, seperti penelitian Ibrahim Siregar 

yang berjudul Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kota Medan. Penelitian ini berisi kajian 

tentang pola-pola penyelesaian sengketa dalam bidang wakaf di Kota Medan serta potret 

perwakafan di Kota Medan. Penelitian ini membahas apa yang menjadi jenis, tujuan dan 

fungsi wakaf yang menjadi objek sengketa wkaf pada msyarakat Kota Medan. Di 

samping itu persoalan yang dikaji adalah mengapa sengketa perwakafan terjadi di 

kalangan Muslim Kota Medan, serta bagaimana teknik-teknik penyelesaian sengketa 

perwakafan pada masyarakat Kota Medan. 

 Selanjutnya terkait dengan persoalan pendaftaran tanah, terdapat itulisan Ana 

Silvana yang berjudul Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanan 

Pendaftaran Tanah. Tulisan ini merupakan penelitian di Desa Notog Kecamatan Patikraja 

Kabupaten Banyumas Jawa Timur. Penelitian ini dimaksudkan oleh penulis untuk 

mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Notog dalam melaksanakan 

pendaftaran tanah dan upaya hukum yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk 

meningkatkan pendaftaran tanah dan mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum 

pertanahan, hasil penelitian ini dimuat dalam jurnal Pandecta Fakultas hukum Universitas 

Diponogoro Semarang Jawa Tengah. 

 Selain itu, tulisan Uswatun Hasanah, Peranan Wakaf dalam Meningkatkan 

Perekonomian umat Di Indonesia Pasca  Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang 

Wakaf, Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Ekonomi Islam dan Muktamar 

I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), diselenggarakan di Convention Hall Hotel 

Garuda Plaza, Medan 19-20 September 2005. Tulisan tersebut merupakan ulasan beliau 

tentang bagaimana pemberdayaan wakaf sebagai pilar peningkatan ekonomi umat. 
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